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BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional,
mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan

dilakukan pada Instansi Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, mengamanatkan bahwa dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik perlu

dilakukan penyederhanaan birokrasi,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu




Mengingat

1.

menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan
bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada

Instansi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk

Penyederhanaan Birokrasi,

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2,

Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu.
Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang bekerja pada Kabupaten Kapuas Hulu.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki

Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah

Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan



Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan

fungsional yang setara.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio
dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB IlII
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
a. Kepala BPBD;
b. unsur Pengarah; dan

c. unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 4

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(2) Keanggotaan unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan

b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

a



(3) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur
Pengarah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang bencana.

(4) Penetapan unsur Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana
Pasal 5

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana untuk
membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 6

Susunan organisasi Unsur Pelaksana, terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana,;

b. Sekretariat Unsur Pelaksana;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

d. Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan;

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

a




BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 8

BPBD mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil
dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana dan kebakaran,;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
dan kebakaran;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana dan kebakaran;

f. mengendalikan, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang
untuk bantuan pada pra bencana dan pasca bencana;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

BPBD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,

efektif dan efisien; dan



b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 10

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin BPBD
baik segi teknis operasional maupun administratif dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan

Bupati dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. penetapan rencana strategis Badan;

b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan dengan instansi
lainnya;

c. penyusunan Kkebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang
Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Kebakaran, dan
Penanganan Bencana;

d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan
teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang
telah ditetapkan;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di
Bidang Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Kebakaran,
dan Penanganan Bencana;

f. Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Badan;

g. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.



(1)

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 12

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada
Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), unsur

Pengarah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan,;

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,

dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana
Pasal 13

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian;
b. pengkomandoan; dan

c. pelaksana.

Pasal 14

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana yang
dilaksanakan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat

daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga
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(2)

(2)

usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra
bencana dan pasca bencana.

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf b, merupakan fungsi komando unsur Pelaksana yang
dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya,
instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain
yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf ¢, merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana yang
dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan
kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di
daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 15

Kepala Pelaksana wajib membentuk satuan tugas pusat
pengendalian operasi termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan dapat
membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Pelaksana.

Pembentukan satuan tugas pusat pengendalian operasi, Tim
Reaksi Cepat (TRC) dan satuan tugas lain yang diperlukan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kelima

Sekretariat
Pasal 16

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai
tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan rencana
program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan
administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan,

ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.

11




(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana

dalam:

a. penyusunan program kegiatan Sekretariat;

b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana
program kerja Badan,

c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;

e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset,
kebersihan dan keamanan kantor;

f. penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan
perpustakaan;

g. penyelenggaraan akuntabilitas  kinerja, keprotokolan,
pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat,
hubungan masyarakat dan prosedur kerja;

h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi

Badan;

pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Aparatur; dan

b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Subbagian Umum dan Aparatur

Pasal 17

(1) Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam

pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta

pengelolaan aset milik Badan.

12



(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai
berikut:

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan

Aparatur;
b. penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian,;
d. penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;

e. penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan,
keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan
masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur Kerja,

perpustakaan dan kearsipan,;

f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan

tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada
prabencana dan penanggulangan kebakaran serta pemberdayaan
masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi
membantu Kepala Pelaksana dalam:
a. penyusunan rencana program penyelenggaraan pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan terhadap bencana dan penaggulangan

kebakaran;

13



(1)

(2)

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pencegahan, mitigasi, Kkesiapsiagaan bencana dan
penanggulangan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;

c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan bencana
dan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan, mitigasi,
peringéltan dini, kesiapsiagaan bencana dan kebakaran serta
pemberdayaan masyarakat;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya
pencegahan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan bencana
dan kebakaran;

f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan ruang lingkup tugas.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari kelompok

Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan
Pasal 19

Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tanggap
darurat, bantuan darurat bencana dan pemulihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan mempunyai fungsi
membantu Kepala Pelaksana dalam:

a. penyusunan rencana program di bidang rehabilitasi dan

kedaruratan;

14



b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap
darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik,
rehabilitasi dan rekonstruksi;

c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap
darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik,
rehabilitasi dan rekonstruksi;

d. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat;

e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan
pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi,

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap
darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik,
rehabilitasi dan rekonstruksi;

g. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan ruang lingkup tugas.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis
Pasal 20

Pada BPBD dapat dibentuk UPT, yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin
oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
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Pasal 21

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai

dengan kebutuhan dan persyaratan berdasarkan Kketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang

fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan

keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

(3) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan
penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan

Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

(4) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan
dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan
dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada Pejabat Administrator.

(6) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan
penyetaraan, penyederhanaan dan/atau penghapusan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, agar pelaksanaan
kegiatan terlaksana secara optimal, dapat ditetapkan Tim
Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan
kegiatan tertentu, sampai dengan ditetapkannya peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme kerja

ASN.
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(7)

(2)

()

Penunjukan dan penetapan rincian tugas dan fungsi serta tugas
tambahan bagi ASN untuk sebagai penanggung jawab kegiatan,
diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing  berkedudukan di  bawah  dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan

jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan keahlian dan Kketerampilan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan,

beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala
Badan melalui Pejabat Administrator yang berada dalam lingkup

kerjanya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina,

mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan

petunjuk kerja kepada bawahannya.
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(1)

Penunjukan, penetapan, rincian tugas dan fungsi Koordinator
dan/atau Sub Koordinator serta tugas tambahan untuk
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator,
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing  berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan

jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan,

beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala
Badan melalui Pejabat Administrator yang berada dalam lingkup

kerjanya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina,
mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan

petunjuk kerja kepada bawahannya.
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(1)

(6)

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi
dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan maupun
antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi
pengawasan di lingkungan Badan dan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 25

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub
Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Sekretaris Daerah.

Kepala pelaksana adalah merupakan jabatan struktural eselon

II.b dan/atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris adalah merupakan jabatan struktural eselon IIl.a

dan/atau jabatan administrator.

Kepala Bidang adalah merupakan jabatan struktural eselon III.b

dan/atau jabatan administrator.

Kepala Sub Bagian adalah merupakan jabatan struktural eselon

IV.a dan/atau jabatan pengawas.

Pengisian Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil
Negara pada BPBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan BPBD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
unit kerja, seluruh pemegang jabatan aparatur sipil negara mengacu

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, selama belum
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,
seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Badan dan Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada

penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun 2018 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Oluabes 2021

4\ BUPATI KAPUAS HULU,”[

L4

‘{‘FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal | Nevember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

(

\
N ¢

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR £3
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